Komisi Pemberantasan Korupsi

2024

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AMIR
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 102716
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah Seluas 564 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL
SENDIRI Rp. 155.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL
SENDIRI Rp. 55.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOTOR, HONDA NC12AF2CBI A/T/SPM R2 Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000
2.  MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA 2.0 G M/T (TGN140RMD MSKD)
Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

670.000.000

205.000.000

24.550.000

12.878.632

912.428.632

912.428.632

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : KHALIK SAIFULLAH
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 173849
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA
MATARAM , HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA
MATARAM , HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA
MATARAM , HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 34.000.000
1. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

18.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 60.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.100.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.146.100.000
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.146.100.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : FAHRIZAL
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK . 444598
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.288.059.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/100 m2 di KAB / KOTA
SUMBAWA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 639.000.000

2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000

3. Tanah Seluas 4137 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, WARISAN Rp.
148.932.000

4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000

5. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, WARISAN Rp.
200.000.000

6. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI
Rp. 38.000.000

7. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA BANGKA INDUK, HASIL
SENDIRI Rp. 22.525.000

8. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA BANGKA INDUK, HASIL
SENDIRI Rp. 55.000.000

9. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL
SENDIRI Rp. 145.600.000

10. Tanah Seluas 3032 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, WARISAN Rp.
109.152.000

11. Tanah Seluas 106 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL
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SENDIRI Rp. 129.850.000
12. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/80 m2 di KAB / KOTA
LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 221.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ GKS 1.5 RS CVT CKD Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 207.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 179.576.400

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.097.376

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 2.713.732.776

. HUTANG Rp. 479.023.805

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.234.708.971
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DWI MURTININGRUM
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 105129
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 210.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA
MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 36.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

11.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.700.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 600.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 292.300.000
. HUTANG Rp. 61.728.946
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 230.571.054
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : LESTI SARIYUNI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 180246
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 301 m2/389 m2 di KAB / KOTA KOTA
MATARAM , WARISAN Rp. 510.000.000

2. Tanah Seluas 5199 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR,
WARISAN Rp. 260.000.000

3. Tanah Seluas 4419 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR,
WARISAN Rp. 230.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA
MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1.  MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 2.500.000

3. MOBIL, TOYOTA RUSH (KREDIT DI ASTRA CREDIT
COMPANIES) MINI BUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

27.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp.
F. HARTA LAINNYA Rp.

1.610.000.000

129.500.000

55.000.000

2.957.355
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Sub Total Rp. 1.797.457.355
I1l. HUTANG Rp. 510.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.287.457.355
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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